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Hukum Mati Koruptor, Berefek Gentar?

ENULIS bermimpi dan
berdoa, suatu ketika di

masa depan, pemerinta-

han negeri ini terselenggara de-
ngan relatif bersih. Ang-ka korup-
si perlahan menurun dan pada
titik tertentu, korupsi tidak lagi
menjadi akar penyebab berbagai
persoalan masyarakat, seperti
kelangkaan air bersih, akses ter-
hadap pendidikan, perlistrikan,
pelayanan kesehatan, hunian yang
layak, pakaian yang memadai,
serta tercukupinya berbagai
infrastruktur (jalan, jembatan, pe-
labuhan udara, terminal, dan se-
bagainya). Bayangkan jika seba-
gian besar penduduk Indonesia
bisa hidup layak dan bermartabat.
Alhasil, KPK tinggal kenangan
sehingga sistem peradilan pidana
(kepolisian, kejaksaan, kehaki-
man, LP) dapat kembali memain-
kan peranan mereka masing-
masing. Akan tetapi, kenyataan-
nya hingga hari ini perwujudan
ke arah sana (kesejahteraan yang
merata dan meluas) itu masih ja-

uh dari harapan.

Beranjak dari sana, wacana hu-
kuman mati bagi pejabat/ penye-
lenggara negara yang terbukti
melakukan korupsi (termasuk su-
ap-menyuap) akhir-akhir ini juga
mengemuka. Banyak yang men-
dukung. Boleh diduga hanya se-
gelintir kalangan yang menen-
tang. Hal itu wajar mengingat wa-
cana hukuman mati itu dapat di-
maknai sebagai suatu letupan
dahsyat dari publik luas atas da-
sar ‘rasa pesimis’ yang telah me-
numpuk.

Penulis sendiri menengarai—
dan termasuk banyak kalangan
tentunya—KPK sebagai lembaga
terkesan ‘pilih-tebang’ dalam
menangani kasus korupsi di In-
donesia. Harusnya, berdasarkan
UU-nya, KPK bersikap membe-
reskan kasus korupsi kelas “teri’,
sembari melahap kasus korupsi
kelas ‘kakap’. Namun, penulis
melihat, sikap itu masih membu-
tuhkan waktu beberapa tahun
lagi. Kecuali jika Pak Antasari

P

Azhar dan perangkatnya me-
miliki komitmen dan konsistensi

yang kuat, bersih dari intervensi
kalangan mana pun.

Hingga Juni 2006, hanya 68 ne-
gara yang masih menerapkan
praktik hukuman mati. Lebih dari
setengah negara-negara di dunia
telah menghapuskannya. Terle-
pas dari pro-kontra, di Indonesia
hukuman mati berlaku untuk be-
berapa kasus kejahatan, antara
lain pembunuhan, narkotika, dan
terorisme. Mengenai metode ek-
sekusi hukuman mati di Indone-
sia, juga menuai pro dan kontra
mengingat metode tembak diang-
gap menyiksa karena si terpidana
tidak langsung/seketika mati,
tetapi terlebih dulu merasakan
sakit yang dahsyat ketika peluru
menembus jantungnya.

Guru besar Kriminologi FISIP
UI Prof Muhammad Mustofa
(2007:67), berpendapat bahwa tu-
juan dari hukum dan penghu-
kuman pada akhirnya adalah
untuk membuat orang tidak
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melakukan kejahatan. Salah satu

mazhab penghukuman, yakni de- -

terrence (penggentarjeraan) yang
berarti bahwa tidak dilakukannya

tindakan pelanggaran hukum ka-
rena (1) takut penghukuman (ge-
neral deterrence atau penggentar)
dan (2) takut dihukum karena
pernah mengalami penghuku-
man (specific deterrence atau pen-
jera). Artinya, efek ‘gentar’ ditu-
jukan kepada masyarakat luas a-
gar takut berbuat jahat karena
penghukuman. Efek ‘jera” untuk
si pelaku kejahatan agar tidak lagi
mengulang perbuatannya (men-
jadi residivis).

Jika hukuman mati benar-benar
diterapkan untuk kasus korupsi,
yang menjadi pertanyaan besar
ialah, apakah dengan adanya hu-
kuman mati tersebut mengha-
silkan ketakutan (berefek gentar)
yang signifikan bagi calon pelaku
korupsi di kemudian hari?

- Dalam menelaah hukuman
mati ini tekanannya bukan hanya
pada dimensi tuntasnya sebuah
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gelar eksekusi mati terhadap

terpidana, tetapi juga lebih

kepada aspek pengaruh yang

dihasilkannya, yaitu ‘efek gentar’

bagi pejabat/penyelenggara ne-
gara. Hal itu penting mengingat
setiap pejabat/penyelenggara
negara berpotensi melakukan
korupsi, tidak memandang usia,
jenis kelamin, dan bahkan aga-
ma/kepercayaan.

Dalam konteks hukuman mati,
berkecamuk tiga aspek yang amat
mendasar, yakni (1) aspek kema-
nusiaan/HAM, (2) aspek kepas-

. tian hukum dan keadilan, serta (3)

aspek ‘gentar’ itu sendiri. Di satu

sisi kita dituntut untuk menjun-

jung tinggi HAM. Di sisi lain,

yang tidak kalah kuatnya, juga
berhadapan dengan tuntutan ‘ra-
sa keadilan’ dari masyarakat luas
karena késejahteraan milik mere-
ka telah dirampok koruptor.
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